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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi yang dilakukan 

Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Mondong Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang serta untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif. Kemudian dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam perencanaan pembangunan Pemerintah 

Desa Buntu Mondong menngunakan surat undangan sebagai media komunikasi yang 

ditujukan kepada pemerintah kecamatan, BPD serta kepala Dusun  untuk mengikuti 

musyawarah pembangunan desa, serta Pemerintah Desa mempasitlitasi perencanaan 

pembangunan desa dengan mengadakan Musrembangdes sebagai media sosialisasi .Hasil 

dari penelitian ini dapat disimpulkan komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa 

dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong belum terjalin dengan baik hal ini ditandai 

dalam penyebaran informasi tentang perencanaan pembangunan pemerintah Desa hanya 

disampaikan kepada pihak-pihak tertentu.Sehingga partisipasi masyarakat dalam 

Perencanaan Pembangunan di Desa Buntu Mondong masih Kurang. 

Kata Kunci : Komunikasi, Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan 

 

Abstract: This study aims to describe the communication carried out by the Village 

Government in development planning in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, 

Enrekang Regency and to describe community participation in development planning in 

Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. This research is a 

qualitative research using a descriptive approach. Then in collecting data researchers 

used interviews, observation and documentation. In planning development, the Buntu 

Mondong Village Government uses invitation letters as a communication medium 

addressed to the sub-district government, BPD and hamlet heads to attend deliberations, 

and the Village Government facilitates development planning by holding 

Musrembangdes, as a socialization medium. The results of this study can be concluded 

that communication exists between the village government and the community in Buntu 
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Mondong Village have not been well established, this is indicated by the dissemination of 

information about village government development planning only to certain parties. So 

that community participation in development planning in Buntu Mondong Village is still 

lacking. 

 

Keywords: Communication, Development Planning, Village government 

 

 

PENDAHULAN 

Kegiatan pembangunan Desa merupakan suatu usaha peningkatan kualitas 

manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan 

dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan 

nasional, provinsi, kabupaten dan desa, misalnya perencanaan pembanguan di 

Desa Buntu Mondong, namun dalam pelaksanaaan perencanaan pembanguan, 

diperlukan adanya komunikasi antara pemerintah Desa Buntu Mondong dan 

masyarakatnya. 

Peran komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat  

menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan perencanaan pembangunan 

di desa yang  akan di laksanakan kepada masyarakat setempat agar masyarakat 

turut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Peran dan 

fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di 

antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan di desa, terutama 

antara masyarakat dengan pemerintah. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  diperlukan, tanpa adanya 

partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyaraka sebagai 

objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan 

“acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Sejauh ini, partisipasi 

masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-

program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya 

diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan 

pengambi lan keputusan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa 

tidak terlepasdari partisipasi aktif anggota masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh Ahmad Alvian Ade Rahman 

dari Universitas Negeri Sunan Ampel yang mengangkat judul “ Komunikasi 

Aparat Desa Dalam Penegelolaan Pembangunan Di Desa Banjerbondo Kecamatan 

Sidoarjo,  . Penelitian ini mengkaji tentang proses Komunikasi yang dilakukan 

Aparat Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan 

Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu 

pengumpulan data dilaksanakan dengan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. 

disimpulkan bahwa Komunikasi Partisipatif adalah pola komunikasi yang 

digunakan aparat desa dalam mengelola pembangunan di Desa Banjarbendo. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yag baik antara aparat 

Desa ddan masyarakat daan mewujukan  peneglolaan pembangunan yang baik 

pula. 

Oleh karena itu Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat dapat mewujudkan  partisipasi masyarakat dalam program 

pembangunan dengan ada partisipasi masyaakat makan setiap proses dari 
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perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan efiksien . Namun, pada 

kenyataannya banyak dari proses perecanaan pembaungan di Desa belum terjadi 

proses komunikasi timbal balik  antar pemerintah desa dan masyarakat setempat.  

 

METODE 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kulaitatif dimana penelitan kualitatif 

merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. 

metode kualitatifmerupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi 

berupa kata-kata tertulisdan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Berdasarkan hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif (descriptive research). Pendekatan ini, bertujuan untuk 

mendiskripsikanapa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya yang 

medskripsikan,mecatat, analisa, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang 

ini terjadi atau ada. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Sesuai dengan judul penulis tekait “Komunikasi Pemerintah Desa Dalam 

perencanaan Pembangunan Di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang , maka penelitian ini berlokasi di Desa Buntu Mondong 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang . Dengan watu penelitian yang 

digunakan yaitu 1 Bulan terhutung dari tanggal 25 Desember 2022 sampai 25 

Januari 2023. 

 

 

Subjek Penelitian 

Dalam penellitian ini mengunakan purposive sampling , yaitu metodologi 

pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memeiliki 

atribut-atribut tertentu. Informan yang dipilih merupakan pemerintah desa dalah 

hal ini Sekretaris Desa, kaur pembangunan anggota BPD .Kemudian Tokoh 

Masyarakat dan Tokoh pemuda yang terlibat langsung dalam proses 

pembangunan 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian, yaitu; tahap persiapan, pelaksanaan penelitian dan 

analisis data dan penyusunan laporan. 

Sumber Data 

Dalam penelitian ini menngunakan dua jenis data yaitu (1) Data primer 

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti 

atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber  

informan yaitu individu atau perorongan seperti hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh 

di lapangan yang bersumber dar informan yang di anggap relevan.(2) Data 

sekunder yaitu data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah 
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mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lan peneliti tidak langsung 

mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder  merupakan data pelengkap 

untuk melengkapi data primer. Data sekunder darai penelitian ini meliputi : buku-

buku panduan, dokumen-doken yang tersedia di kantor Desa Buntu Mondong. 

Instrumen penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut  menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data mengenai komunikasi pemerintah desa dan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut : (1) 

wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara 

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) 

melalui komunikasi langsung. (2) Obsevasi atau pengamatan merupakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau 

objek yang diteliti. (3) Dokumentasi merupakan pengambilan data melalui fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal 

kegiatan dan sebagainya. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Reduksi 

data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan memudahkan peneiti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (2) 

Reduksi data bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk 

catatan lapangan. Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

bentuk yang padu dan mudah di mengerti  sehingga memudahkan untuk melihat 

apa yang sedang terjadi. (3) Penarikan kesimpulan maka pada tahap ini peneiti 

harus menarik kesimpulan, atas objek kajiannya. Kesimpulan atas penelitan ini 

adalah hasil akhir atau klimaks dari peneltian yang telah dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa 

Buntu Mondong 

Komunikasi mempunyai pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas 

pemerintah termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana 

dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan 

akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan di raih, dan bagaimana 

kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi 

bagi mimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang 

pembangunan. Untuk menjelaskan Komunikasi Pemerintah Desa dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa yaitu didefinisikan sebagai keberhasilan 

pemerintah dalam membangun desa dalam mencapai tujuan dan saran pemerintah 

desa yang telah ditetapkan yaitu Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan 

Pembangunan Desa diamati dari dua kriteria yaitu preventif, represif.  
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Keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang 

berkualitas. Selanjutnya, untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas 

dibutuhkan komunikasi dari berbagai pihak. Kalau pembangunan yang 

dilaksanakan ditingkat desa, maka yang bertanggungjawab dalam hal perencanaan 

dengan komunikasi adalah kepala desa. Seorang komunikator atau kepala desa 

selaku pimpinan tertinggi di desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung 

jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, kepala desa harus 

mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu 

berkomunikasi dengan instansi desa yang berkait dan mensosialisasikan pada 

masyarakat yang ada di Desa Buntu Mondong melalui musyawarah. 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencaan pembangunan kabupaten. 

Perencanaan pembanguna yang dilakukan berskala desa dilaksanaka mendiri oleh 

desa itu sendiri dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Usulan yang 

disampaikan dalam perencanaan harus benar benar memperhatiakan aspirasi dari 

masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan diharapkan sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh masyarkat. 

Komunikasi pemerintah desa dalam perencaan pembangunan sangat penting 

dalam membatu proses penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada 

masyarakat, dimana pesan yang disampaikan dapat diterima dan dilakukan agar 

dapat tercapainya tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan perencaan pembangunan, komunikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat haruslah terjalin dengan baik sehingga segala 

tujuan perencanaan pembangunan itu sendiri dapat terwujud. 

Bedasarkaan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan  dari Desa 

Buntu Mondong  maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan 

jawaban yang disampaikan dari aparat desa dan masyarakat yang mendandakan 

bahwa kurang terjalinnya komunikasi yang baik antar pemerintah desa dan 

masyarakat, karena pemerintah desa kurang terbuka dalam hal proses perencan 

pembangunan dan hanya melibatan sebagian masyarakat dalam perencanaan 

pemabungan. Oleh karena itu komunikasi anatara  aparat desa dan masayarakat 

masih perlu ditingkatkan lagi serta harus membangun komunikasi yang baik 

dengan para tokoh pemuda yang ada di Desa Buntu Mondong demi mencapai 

tujuan dari perencaan pembangunan itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

komukasi yang baik akan membuat proses perencaan pembanguna itu berjalan 

dengan baik. Terlebih lagi jika aparat desa di Desa Buntu Mondong dapat bekerja 

sama dengan tokoh tokoh yang ada di masyarakat maka tidak akan terjadi 

kesalahpahaman anatara masyarakat dengan kepala desa maupun  perangkat desa. 

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti  faktnya komunikasi antar perangkat desa dengan masyarakat masih 

kurang terjalin dengan baik sehingga perencaan pembangunan kurang berjalan 

dengan lancar. 
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Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis mengenai bagaimana 

Komunikasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di desa Buntu 

Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.Penelitian ini dilakukan di 

Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang, untuk 

mengetahui dan mengamati bagaimana tentang komunikasi pemerintah desa 

dalam perencanaan pembangunan desa. 

Di Desa Buntu mondong sendiri komunikasi antar pemerintah desa dengan 

masyarakat masih kurang berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan hasil 

wawanacara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa 

pemerintah Desa Buntu Mondong cenderung hanya memberikan informasai 

mengenai perencanaan pembangunan desa kepada perangkat desanya, sedangkan 

informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat terbatas yang mana informasi 

tersebut hanya diberikan kepada tokoh masyarakat yang dianggap penting saja 

dan tidak kepada seluru masyarakat Desa Buntu Mondong.  

Dari hasil wawanca dan observasi yang di lapangan, dapat diperoleh 

beberapa bentuk komunikasi yang ada di Desa Buntu Mondong yaitu komunikasi 

terbuka dan komunikasi tertutup. Komunikasi terbuka merupakan komunikasi 

yang dilakukan seseorang secara terbuka, yang mana informasi dan tindakan yang 

dilakukan secara nyata dan terbuka. Sedangkan komunikasi tertutup merupakan 

bentuk perilaku yang sangat berbeda dengan perilaku terbuka, komunikasi 

tertutup sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi terselubung dan tertutup 

yang mana tidak adanya unsur keterbukaan informasi yang diberikan oleh kepada 

orang lain.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh  penelitin melalui wawancara 

dan observasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin 

anatara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong belum 

terjalin dengan baik. Adanya komunikasi yang terbatas antara pemerintah desa 

dan masyarakat desa membuat terjadinya mis komunikasi antara pemerintah desa 

dan msayarakat yang menjadi faktor penghambat dari proses perencanaan 

pembangunan tersebut. 

Selanjutnya pemerintah desa dalam proses pembangunan desa diharapkan 

segera memperbaiki komunikasi dalam hal ini anatara pemerintah desa dan 

masyarakat serta tokoh tokoh masyarakat agar segala bentuk hambatan yang 

disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan kurangkan informasi yang diterima 

oleh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa bisa terselesaikan 

dengan baik 

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Buntu 

Mondong 

Partisipasi merupakan kesedian untuk membantu berhasilnya setiap program 

seuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri 

sendiri. Partisipasi dapat merupakan keluaran dalam pembangunan masyarkat, 

akan tetapi juga dapat berupa sebuah masukan, disamping itu patisipasi dapat juga 
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dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu proyek merupakan 

proyek pembangunan. 

Partisiasi masyarakat dalam perencaan pembangunna desa dapat diartikan 

sebagai keterlibatan atau keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan pada 

program atau kegiatan tertentu, mulai dari tahap perencanaan, pelakasanaan, 

evaluasi dan pemeliharaan hasil kegiatan, serta kontribusi langsung masyarakat. 

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan penjaringan aspirasi 

masayarakat yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari 

masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencaan pembangunan desa 

kedepannya. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah di paparkan 

sebelumnya dapat kembali diketahui bahwa tidak semua lapisan masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya diwakilkan pada beberapa pihak 

terkait sehingga pengambilan keputusan hanya didasarkan pada aspirasi yang 

dibawa pihak tersebut. Dalam proses perumusan masalah seharusnya masyarakat 

harus mampu ikut berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi. Seharusnya 

masyarakat dijadika sebagai subjek dan bukan hanya sebagai objek dari program 

kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itu 

sendiri dan msayarakatpun akan sadar dan paham akan pembangunan yang akan 

dilakukan kedepaannya. 

Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat 

dierlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulakn suatu 

kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi pembangunan terutama dalam 

pembangunan infrastruktur ini seusai dengan teori yang ada di Bab II Sherry R 

Arnstein (1969) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah 

keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan 

sumbangan kepada tujuan, cita cita kelompok dan turut bertanggungjawab 

terhadapnya. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

dan perumusan masalah terhadap kegiatan yang dilakukan harus berdasrkan cita 

cita dalam kelompok yang hendak dicapai. Sedangkan, menurut Isabandi 

Rukminto yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam proses pengidentipikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upayah menagani masalah dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pemahaman masyarakat 

sangatlah mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada 

pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, karena dengan pemahaman yang 

baik maka masyarakat sendiri mengetahui tujuan dan fungsi dari apa yang mereke 

kerjakan. 

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa 

diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelaksanaan pada program 

tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan 

hasil kegiatan serta kontribusi langsung masyarakat. Keberhasilan suatu 

perencaan pembangunan yang bersipat partisipatif tidak terlepas dari keterlibatan 

masyarakat. Perencanaan pembanguna ini tidak hanya usaha dari pemerintah 
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semanta ataupun masyarakat itu sendiri, tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan 

bersama antar pemerintah dan masyarakat. Yang mana hasilnya dapat 

memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk desa maupun 

seluruh lapisn masyarakat itu sendiri. 

keteribatan masyarakat dalam proses kegiatan musyawarah rencana 

pembangunan desa diharapkan agar usulan usulan yang nantinya dihasilkan dari  

musyawarah perencanaan pembangunan benar benar merupakan kebutuhan 

mayoritas masyarakat sehingga hasil dari realisasi pembangunan yang telah 

dirumuskan bersama memberikan manfaat kepada masyarakat  banyak. Dengan 

adanya ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk 

bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Peran proaktif dan dilakukan 

secara kolekif akan membuat suara masyaraaat lebih terdengar dan membuka 

peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan keputusan pemerintah 

desa soal pelayanan publik. Aksi kolktif mendorong masyarakat untuk lebih siap 

untuk terlibat dalam proses partisipasi. 

 Berdasarkan hasil temuan peneiti dilapangan bahwa kemauan masyarakat 

Desa Buntu Mondong untuk terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa sudah ada hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang  

diundangan, sebagian mereka dapat menghadiri kegiatan tersebut, kemdian 

mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan musyawarah rencana 

pembangunan ikut memberikan masukan terhadap berbagai rumusan usulan 

pembangunan berdasarkan skala proritas yang akan diajukan kepada piak 

pemerintah. 

Namun pada kenyataannya adapun dari hasil penelitian bahwa pihak 

masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah rencana 

pemabangunan di Desa Buntu Mondong hanya para kepala dusun, organisasi 

kemasyarakatan dan tokoh masyarakat saja. Padahal jika melihat panduan 

pelaksanaan musrenbang desa bahwa setiap unsur  yang ada didalam masyarakat 

harus dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan 

pembangunan. Dalam hal ini idealnya masyarakat dilibatkan dalam memutuskan 

kegiatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam proses 

perecanaan pembangunan masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan pembanguna desa bukan hanya berasal dari faktor 

masyarakat tetapi ada juga kelemahan dari pemerintah. 

Seharusnya pemerintah desa Memberikan kekuasaan atau mendelegasikan 

kewenangan kepada masyarakat agar masyarkat memiliki kemandirian dalam 

pengambilan keputuan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan 

demikian upayah untuk melibatkan masyarakaat dalam perencanaan 

pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat itu 

sendiri.Sesua dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry 

R Arnstein yang dikutip oleh sigit pada tagun 1969 yang membagi jenjang 

partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh 
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pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat yang mana masuk dalam 

tingkat Delegated Power  atau yang biasa disebut mendelegasikan wewenang, 

pemerintah desa mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat untuk 

diberikan kewenenangan untuk mengambil keputusan. 

Berdasarkaan pembahasan dari hasil peneitian, partisispasi masyarakat 

Desa Buntu Mondong dalam perencanaan pembangunan desa sudah ada tetami 

masih sangat masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari hasil obeservasi dan 

wawanwacara yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa kurangnnya 

informasi yang diberikan kepada masyarakat serta pemrintah desa kurang 

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta 

pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang mana pemrintah Desa 

Buntu Mondong hanya melibatkan seebaiah kecil dari masyarakat namun dapat 

juga kita ligat bahwa masrakat yang hadir dalam perencaan pembangnan sudan 

memeperligatkan bentuk parrisipasinya dengan cara memberikan usulan-usalan 

mengenai perencanaan pembangunan , maka tingkat pastisipasi masyarakat desa 

Buntu Mondong masuk dalam tingkat partisipasi Manipulation berdasarkan 

tingkatan partispasi yang dibagi oleh Sherry R Arnstein dalam teori partisipasi 

mayarakat yaitu pemerintah desa hanya memilih sebagian dari masyarakat untuk 

menampung aspirasi dari masyarakat namun masyarakat sama sekali tidak 

mengetahui hal tersebut. 

Kesimpulan 

Berdasarakan uraian-uraian  yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, serta hasil penelitian dan wawancara maka kesimpulan dari 

penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui informasi mengenai 

komunikasi pemerintah desa dalam percanaan pembangunan di Desa Buntu 

Mondong kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang adalah (1) Komunikasi 

yang terjalin anatara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong 

belum terjalin dengan baik hal ini dapat dilihat dari minimnya informasi yang 

diterima oleh masyarakat setempat mengenai kegiatan perencaan pembangunan 

yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan pembangunan pemerintah Desa 

Buntu Mondong menggunakan surat undangan yang ditujukan kepada pihak 

tertentu.(2) Partisispasi masyarakat Desa Buntu Mondong dalam perencanaan 

pembangunan desa sudah ada bisa di lihat dari masyarakat yang hadir dalam 

perencanaan pembangunan desa turut membrikan masukan mengenai penencanan 

pembangunan namun masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari hasil 

obeservasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa 

kurangnnya informasi yang diberikan kepada masyarakat serta pemerintah desa 

kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta 

pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang mana pemerintah Desa 

Buntu Mondong hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat. 
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